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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan 

Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu  Menteri Agama Republik 

Indonsia  No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan dan No.0543 

b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk 

menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa 

Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia 

sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai 

berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

No. 
Huruf 

Arab 
Nama 

Latin 

Nama 

Latin 

Keterangan 

 alif - Tidak dilambangkan ا .1

 - ba‟ B ب .2

 - ta‟ T ث .3

 sa' ṡ s dengan titik di atas ث .4

 - jim J ج .5

 ha' ḥ ha dengan titik di bawah ح .6

 - kha‟ Kh خ .7

 - Dal D د .8

 zal Z zet dengan titik di atas ذ .9

 - ra‟ R ز .10

 - Zai Z ش .11

 - Sin S ض .12

 - syin Sy ش .13

 sad ṣ es dengan titik di bawah ص .14

 dad ḍ de dengan titik di bawah ض .15
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 ta‟ ṭ te dengan titik di bawah ط .16

 za‟ ẓ zet dengan titik di bawah ظ .17

 ain ‟ koma terbalik di atas„ ع .18

 - gain G غ .19

 - fa‟ F ف .20

 - qaf Q ق .21

 - kaf K ك .22

 - lam L ل .23

 - mim M م .24

 - nun N ى .25

 - waw W و .26

 - ha‟ H هـ .27

 hamzah ` apostrop ء .28

 - ya‟ Y ي .29

 

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap. 

ه ٌؔ  ditulis Aḥmadiyyah : احود

C. Ta’ Marbutah 

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, 

dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”. 

contoh:    شكاة الفطس : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri. 

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”  

Contoh:  طلحت   : Talhah 

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h” 

Contoh:   زوضت الجٌت : Raudah al-Jannah 
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3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia 

 ditulis Jama‘ah :  جواعت

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

ه  ditulis Ni‘matullah : ًعوتالّٰل

 ditulis Zakat al-Fitri : شكاة الفطس

D. Vokal 

 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

No. Tanda 

Vokal 

Nama Huruf Latin Nam

a 

ه ----- .1  ٙ  --

--- 

Fathah a a 

ٙ ه ----- .2  --

--- 

Kasrah i i 

ٙ ه ----- .3  --

--- 

dammah u u 

Contoh: 

رهةٌ Kataba -  كتة  – Yazhabu 

 Zukira – ذكر Su’ila – سٸل
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2. Vokal Rangkap atau Diftong 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

No Tanda 

Vokal 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan ya‟ ai A dan i ىًَ .1

 Fathah dan waw au A dan u ىىَ .2

Contoh: 

فكٍ  : Kaifa حىل : Haula 

E. Vokal Panjang (Maddah) 

 Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, 

trasliterasinya sebagai berikut: 

No Tanda 

Vokal 

Nama Latin Nama 

 Fathah dan alif ā a bergaris atas ىاَ .1

 Fathah dan alif ىٰى .2

layyinah 

ā a bergaris atas 

 Kasrah dan ya‟ Ī i bergaris atas ىً  .3

 Dammah dan ى ى  .4

waw 

ū u bergaris atas 

Contoh; 

  TuhibbŪuna : ٺحبىى

 al-Insān :  الإًساى

 Ramā : زهى

 QĪla : قٍل
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F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan 

dengan Apostrof 

 ditulis a’antum : أأًتن

 ditulis mu’annaṡ : هؤًج

G. Kata Sandang Alif + Lam 

 Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan … 

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun. 

4. Billah ‘azza wa jalla 

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al- 

 ditulis al-Qur’an :  القساى

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya. 

ٍٓعۃ  ditulis as-Sayyi‘ah : الس

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

 Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama 

baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. 

Contoh: 
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حوّد  Muhammad: ه 

 al-Wudd : الىد

I. Kata Sandang  “ال “ 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah 

ditulis dengan menggunakan huruf “l ”. 

Contoh: 

 al-Qur’ān :  القساى

 al-Sunnah :  السٌت

J. Huruf Besar/Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun 

dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang 

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni 

penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang 

“al”, dll. 

Contoh: 

لىًاالإهامهالغص  : al-Imām al-GhazālĪ 

 al-Sab’u al-MasānĪ : السبعهالوثاًىً

 Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

 Nasruminallāhi :  ًسسهيهالّٰهّ



xi 
 

 Lillāhi al-Amrujamīa : لّلّهالأهسجوٍعا

K. Huruf Hamzah 

 Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‟) atau apostrof jika 

berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, 

maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. 

Contoh: 

ءعلىمٖهالدٌيحٍاا   : inyā’ ulūm al-Dīn 

L. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau 

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh : 

لهىذٍسالساشقٍي˓واىهالّٰهّ  : wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn 

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 

الإسلامهؙشٍد   : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam 



xii 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan mengharap ridho Allah SWT, dan Sholawat kepada Rasulullah 

SAW, serta dengan ungkapan penuh terima kasih sebesar-besarnya, sehingga 

skripsi ini telah selesai dan saya persembahkan kepada:  

1. Kedua orang tua saya, ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Agus Salim dan 

Ibu Siti Khumaeroh, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan 

doa yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya. Karena sejatinya para orang 

tua menginginkan segala yang terbaik untuk anak-anaknya, dan tiada kata 

seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling mustajab kecuali doa kedua 

orang tua. 

2. Kakak-kakak saya, Ahmad Dahni Khasani, Listiana, dan Muhamad Habib 

Pangestu yang juga senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada 

saya, semoga segala hal baik dari kalian bisa saya tiru dikemudian hari. 

3. Dosen pembimbing, yang telah senantiasa sabar dalam memberikan 

bimbingan dan arahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan 

benar. 

4. Teman-temanku prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan sahabat tercinta 

khususnya Nur Afifah, Naili Sa’adah, Anna Diyah Azizah, Dini Mardiyah, 

Dede Khomsatun, Juanah, Annisa Qotrunada, dan Eka Nur Fadlillah yang 

selalu memberikan support, bantuan, motivasi dan dukungan pada saya untuk 

menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 



xiii 

 

5. Seseorang dengan panggilan Kang Sabar, yang juga senantiasa sabar 

menemani dan memberikan support, doa, serta arahan untuk menyelesaikan 

pendidikan saya.  



xiv 

 

MOTTO 

 

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang 

pintar. Orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang 

selalu gigih dan pantang menyerah” 

.-Susi Pudjiastuti.- 
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ABSTRAK 

Siti Zuhrotul Izza. 2023. Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Obstandigheden)Dalam Penyaluran Tenaga Kerja (studi kasus Penyaluran 

Tenaga Kerja di Kecamatan Doro). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H. 

 

Perjanjian yang dilakukan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat, hak, dan kewajiban para pihak dikenal 

dengan perjanjian kerja. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian kerja seringkali 

dilakukan tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian, baik menurut peraturan 

Undang-undang Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam. Terdapat dua 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana praktik penyalahgunaan 

keadaan dalam penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro? dan bagaimana 

akibat hukum yang terjadi terhadap praktik penyalahgunaan keadaan teradap 

penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro?. Tujuan penelitian ini adalah 

menemukan adanya praktik penyalahgunaan keadaan pada penyaluran tenaga 

kerja dan akibat hukum yang terjadi dari adanya praktik penyalahgunaan keadaan 

penyalur tenaga kerja di Kecamatan Doro. Adapun teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teori hukum perjanjian menurut hukum 

perjanjian menurut KUH Perdata. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis 

kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kecamatan Doro terdapat tiga 

tempat penyaluran tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga. Perjanjian dari 

salah satu tempat penyaluran dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian pada 

umumnya yakni dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian. Selain 

itu praktik penyaluran tenaga kerja yang terdapat di Kecamatan Doro Kabupaten 

Pekalongan belum memenuhi aturan hukum yang berlaku bagi suatu tempat 

penyaluran tenaga kerja, bahwa ke tiga tempat penyaluran tersebut belum di 

daftarkan sebagai suatu lembaga resmi penyaluran tenaga kerja dan dari hal 

tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, diantaranya perjanjian yang 

dilakukan dapat dibatalkan, tidak mendapatkan jalan penyelesaian apabila terjadi 

suatu masalah melalui jalur hukum, dan lain sebagainya. Suatu tempat penyaluran 

tenaga kerja apabila belum didaftarkan sebagai suatu lembaga penyaluran yang 

resmi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat maka tidak memiliki kekuatan dan aturan 

hukum yang pasti.  

 

Kata Kunci : Penyalahgunaan Keadaan, Penyaluran, Akibat Hukum 
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ABSTRACT 

Siti Zuhrotul Izza. 2023. Acts of Abuse of Circumstances (Misbruik Van 

Obstandigheden) in the Distribution of Labor (Case Study of Distribution of 

Labor in Doro Sub-District). Thesis Faculty of Sharia, Department of Law, 

Islamic Economics. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

Supervisor Ayon Diniyanto, M.H. 

 

Agreements made between workers or laborers and employers or 

employers that contain terms, rights and obligations of the parties are known as 

employment agreements. However, the implementation of work agreements is 

often carried out not in accordance with the legal terms of the agreement, both 

according to the regulations of the Positive Law Act and in Islamic Law. There 

are two formulations of the problem in this study, namely how is the practice of 

abusing circumstances in the distribution of labor in the Doro District? and what 

are the legal consequences that occur towards the practice of abusing the 

situation regarding the distribution of labor in Doro District? The purpose of this 

research is to find out the practice of abusing the situation in the distribution of 

labor and the legal consequences that occur from the practice of abusing the 

condition of the distribution of labor in Doro District. The theory used in this 

study is to use the theory of contract law according to the law of agreement 

according to the Civil Code.  This type of research is empirical juridical by using 

legal, conceptual and case analysis approaches. The results of this study 

concluded that in the District of Doro there are three places for the distribution of 

labor as housemaids. The agreement from one of the distribution locations is not 

in accordance with the agreement in general, namely by not fulfilling one of the 

legal terms of the agreement. In addition, the practice of distributing labor in 

Doro District, Pekalongan Regency, has not complied with the legal regulations 

that apply to a place of distribution of labor, that the three distribution places 

have not been registered as an official agency for distributing labor and from this 

it can have several consequences. law, including agreements made that can be 

canceled, not getting a way of settlement if a problem occurs through legal 

channels, and so on. A place for channeling workers if it has not been registered 

as an official distribution agency by the local Manpower Service then does not 

have definite legal force and rules. 

Keywords: Agreement, Abuse of Circumstances, Legal Effects 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat umumnya sudah tidak asing lagi dengan pekerjaan yang 

memperkerjakan seseorang dalam suatu rumah, orang yang bekerja itu disebut 

sebagai pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga ini lebih sering disebut 

pekerja bahkan dikenal sebagai pembantu rumah tangga. Perekonomian sering 

dijadikan alasan, khususnya bagi para wanita yang akhirnya memilih untuk 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan, umumnya pekerja akan 

menerima upah berupa gaji sebagai imbalan dari majikan yang 

memperkerjakannya. Di negara Indonesia sendiri, hak untuk bekerja 

merupakan hak dasar setiap manusia (Pasa 27 ayat (2) Undang-Undang Tahun 

1945) dan (Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang 1945) "Setiap orang berhak 

bekerja dan mendapat Imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja". Cukuplah kuat sebenarnya alasan Indonesia untuk membuat 

peraturan perlindungan bagi warga negaranya apapun jenis pekerjaannya agar 

mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dari pekerjaan tersebut, tak 

terkecuali adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT). 1  Banyak yang 

mengungkapkan bahwa status dan perlindungan hukum bagi Pembantu 

                                                           
1 Devie Rakhmawati, "Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, 

dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Prespektif Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), 

1. Diakses dari http://lib.unnes.ac.id/36089 
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Rumah Tangga masih kurang jelas. Adapun isi dari perjanjian yang biasanya 

dibuat berisikan pelaksanaan dari pekerjaan yang akan dilakukan, hari, jangka 

waktu kerja, dan upah yang akan didapatkan PRT, namun hal tersebut belum 

dilaksanakan secara maksimal.  

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Doro sendiri terdapat tiga 

oknum yang menjadi jasa penyaluran bagi para pencari kerja untuk menjadi 

pembantu rumah tangga di luar kota. Ketiga oknum tersebut telah menggeluti 

pekerjaan atau bisnisnya sebagai penyalur tenaga kerja selama bertahun-tahun, 

dilihat dari banyaknya pekerja yang telah menggunakan jasanya yang tersebar 

diluar kota. Oknum penyedia jasa penyaluran pembantu rumah tangga ini 

ketiganya diduga sama-sama melakukan kecurangan dalam hal pemberian gaji 

atau upah yang mana seharusnya diperoleh bagi para pekerja yang telah 

bekerja melalui jasanya. Dalam operasionalnya para oknum tersebut 

menerapkan potongan gaji pertama para pekerja sebesar 10% dengan alasan 

sebagai ganti jasa tempat penyaluran tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang 

disalurkan. Banyak pekerja yang berasal dari pedesaan yang akhrinya hanya 

menerima saja dan bahkan sebenarnya banyak sudah tau bahwa gajinya 

dikurangi terus ketika ia gajian, namun tetap memberikan kepercayaan terkait 

gajinya kepada penyalurnya itu, karena banyak pekerja yang menjadi 

pembantu rumah tangga yang sudah cukup lanjut usia dan ia tidak bisa 

menggunakan berbagai media elektronik bahkan tidak memiliki rekening, 

alhasil karena hal tersebut pekerja hanya percaya pada oknum yang menjadi 
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penyalurnya untuk menyimpan gaji yang telah diberikan oleh majikannya 

untuknya.  

Terdapat beberapa alasan masyarakat mengapa lebih memilih 

menggunakan jasa penyaluran pembantu rumah tangga yang illegal 

dibandingkan dengan lembaga yang resmi, diantaranya disampaikan oleh ibu 

Barokah  yang mengungkapkan bahwa: 

“Saya lebih memilih ikut penyalur illegal karena saya sendiri jujur tidak 

tahu kalau memang ada lembaga resminya, selain itu ya karena si 

penyalur bilang bahwa gaji yang akan saya dapatkan besar dan caranya 

gampang”.2 

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Barokah diatas, 

bahwa alasan ia mengikuti dan lebih memilih menggunakan jalur penyaluran 

yang illegal karena ia tidak mengetahui bahwasanya telah ada lembaga resmi 

penyaluran tenaga kerja serta terhasut bujukan penyalur yang mengatakan 

akan mendapatkan gaji yang besar dan cara yang mudah, selain itu Ibu Lida 

juga mengungkapkan alasannya mengapa ia memilih jasa penyalur illegal: 

“Saya memilih ikut jasa penyaluran ini, ya karena saya butuh 

pekerjaan tapi dengan syarat yang tidak ribet yang harus ada latihan-

latihannya dulu dan sekaligus bisa mendapat gaji yang besar.”3 

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Lida diatas, bahwa 

alasan ia lebih memilih untuk mengikuti penyalur tenaga kerja pembantu 

rumah tangga illegal, karena syarat yang diperlukan untuk mendaftar mudah 

dan akan memperoleh gaji yang besar. 

                                                           
2 Ibu Barokah,  Sampel Penelitian oleh Siti Zuhrotul Izza, Desa Kalimojosari, 25  Agustus 

2021.   
3 Ibu Lida, Sampel Penelitian oleh Siti Zuhrotul Izza, Desa Kalimojosari, 25 Agustus 2021. 
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Memilih bekerja menjadi seorang pembantu rumah tangga 

diperbolehkan. Pada umumnya apabila ingin menjadi seorang pembantu 

rumah tangga wajib melalui yayasan atau lembaga resmi penyalur pekerja 

rumah tangga itu. Seperti halnya telah diatur dalam PERMENAKER RI 

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada 

Pasal 1 Ayat 4, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi di pedesaan 

khususnya terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang 

menjadi jasa penyalur pembantu rumah tangga dengan mengiming-imingi gaji 

yang besar dan proses penyaluran yang cepat serta menjamin bahwa pelamar 

akan mendapat majikan yang baik dan gaji yang besar, sehingga membuat 

pelamar yakin dan percaya akan hasutannya itu. Secara yuridis, memang 

pembantu rumah tangga bebas, sebab di negara Indonesia melarang adanya 

perbudakan atau perhambaan. Akan tetapi, secara sosiologis pembantu rumah 

tangga justru sebaliknya. Selama aturan main hubungan antara pemberi kerja 

dengan pembantu rumah tangga diserahkan kedua belah pihak, maka sulit 

untuk mencapai suatu keseimbangan kepentingan yang akhirnya keadilanpun 

tidak tercapai.4 

Dari hal tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian 

yang dilihat praktik penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para 

penyalur pembantu rumah tangga tersebut dan akibat hukum. Pada kasus 

diatas peneliti akan menggunakan tinjauan penyalahgunaan keadaan dan 

                                                           
4  Nur Hidayati, "Perlindungan TerhadapPembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut 

Permenaker No.2 Tahun 2015".  Ragam Jurnal Pengembangan Humoniora. Vol.14 No.3. 2014. 

213. Diakses dari https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/512/437 
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akibat hukum untuk mengungkapkan beberapa alasan seperti mengapa 

seseorang itu harus patuh pada hukum bagi kedua pihak khususnya pihak 

penyalur tenaga kerja, mengapa orang-orang lebih banyak tertarik dengan 

oknum penyalur jasa tersebut, mengapa ia gagal dalam mentaati hukum yang 

sudah berlaku, faktor-faktor sosial apa yang menjadikannya alasan melakukan 

pemotongan gaji tersebut dan tidak didaftarkannya usaha yang telah 

dijalankannya selama beberapa tahun tersebut, dan  lain sebagainya.  

B. Rumusan Masalah 

  Pertanyaan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana tindakan penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada 

penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro? 

2. Bagaimana akibat hukum dari tindakan penyalahgunaan keadaan terhadap 

para pihak yang disalurkan melalui penyaluran tenaga kerja yang ada di 

Kecamatan Doro? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian dari pertanyaan penelitian diatas antara lain: 

1. Menemukan adanya tindakan penyalahgunaan keadaan dari penyaluran 

tenaga kerja di Kecamatan Doro. 

2. Menemukan akibat hukum dari tindakan penyalahgunaan keadaan 

terhadap para pihak yang disalurkan melalui penyaluran tenaga kerja yang 

ada di Kecamatan Doro. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan tentang penyalahgunaan keadaan dan akibat 

hukum terkait dengan adanya pelaksanaan praktik penyalur tenaga 

kerja pada masyarakat khususnya bagi pekerja atau pembantu  rumah 

tangga.  

b. Secara akademik, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

kalangan akademisi dan praktisi. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat 

menghasilkan kegunaan bagi para pihak, antara lain: 

a. Penyalur Tenaga Kerja 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penyalur tenaga 

kerja agar penyalur dapat memiliki kesadaran hukum sekaligus 

kepatuhan hukum akan pentingnya penerapan suatu layanan pekerjaan 

yang akan diberikan dengan peraturan hukum yang berlaku. 

b. Pekerja  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi yang akan bekerja dengan melalui bantuan penyaluran tenaga 

kerja agar lebih berhati-hati dalam memilih penyaluran tenaga kerja, 

khususnya penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga. 
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c. Pengguna Jasa Penyaluran Tenaga Kerja 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan terkait dengan sistem kesepakatan kerjasama antara 

calon pembantu dengan calon majikan, serta ketelitian dalam memilih 

jasa penyalur tenaga kerja sebagai penyalur pembantu yang akan 

dipekerjakan.  

E. Kerangka Teori 

 Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka teori yang 

menjadi penjelasan mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti oleh 

peneliti, diantaranya yaitu: teori perjanjian, penyalahgunaan keadaan dan 

akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan serta praktik penyaluran yang 

telah melanggar Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan 

Hukum Pekerja Pembantu Rumah Tangga. Berikut penjelasan mengenai 

beberapa teori tersebut:  

1. Teori Umum Perjanjian 

Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan 

adanya suatu kesepakatan sebelum pekerjaan tersebut dilakukan 

didalamnya mengandung suatu perjanjian. Adapun definisi dari perjanjian 

adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun 

lisan, yang masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang 

telah dibuat bersama.  
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Istilah perjanjian dalam Al-Qur’an dikenal dengan al-„aqdu (akad) 

dan al-„ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, 

mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun 

atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada 

yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali 

yang satu.5  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah 

kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan 

atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam 

suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu 

akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan perjanjian menurut 

KUH Perdata Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih.  

Unsur yang harus tercantum dalam kesepakatan atau perjanjian, 

diantaranya yaitu: adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya 

hak dan kewajiban, serta adanya unsur harta kekayaan.
6
 Sedangkan syarat 

dan sahnya sebuah perjanjian dapat dikatakan apabila memenuhi unsur 

yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat tersebut adalah: 

kesepakatan kedua belah pihak, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, 

                                                           
5 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 

cet.1), 75. 
6 Subekti,” Hukum Pejanjian”, (Jakarta: Intermasa, 1979), 1. 
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adanya prestasi, dan kausa halal. Empat syarat tersebut haruslah dipenuhi 

oleh pihak manapun agar mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 

kekuatan suatu undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. 

2. Teori Umum Penyalahgunaan Keadaan 

  Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandighiden) dikenal 

dengan doktrin kesetaraan. Hal ini terjadi dalam penyalahgunaan status 

yang tidak setara antara para pihak yang melakukan kesepakatan. 

Hubungan yang tidak setara (inequality) antara pihak-pihak ini disebut 

sebagai (Undue Influence) atau pengaruh yang tidak semestinya.
7
 Dalam 

hal ini terjadinya peristiwa seseorang yang bersepakat tidak mampu 

membuat keputusan secara independent karena dipengaruhi oleh sesuatu 

yang menghalangi mereka untuk membuat keputusan tersebut secara 

individu. Ada beberapa situasi yang dapat diklasifikasikan sebagai 

ketimpangan situasional; afhankelijkheid (dalam situasi atau kondisi 

ketergantungan); lichtzinnigheid (terjadinya suatu kejadian yang 

sembrono/ketidak sengajaan); abnormal geestestoestand (suatu kondisi 

dimana keadaan pikiran seseorang sedang tidak normal). 

3. Akibat Hukum 

  Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas 

suatu peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum.8 Menurut KBBI akibat 

                                                           
7 Oceania Hasanah, Wirdyaningsih, “Perbandingan Kriteria Misbruik Van 

Omstandigheiden/ Undue Influence Dalam Kontrak Konvensional Dan Akad Bisnis Syariah”, 

Jurnal UNES LAW REVIEW, Volume 04 Nomor 5 (2023) Diakses dari: https://review-

unes.com/index.php/law/article/view/673. 
8  Marwan Mas, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.  
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hukum memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu 

peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum 

biasa terjadi dalam perjanjian yang menyebabkan adanya pembatalan 

perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 

1452 KUHPer. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah 

pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi 

perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. 

Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif 

sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah 

pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian 

yang batal demi hukum. Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan 

adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian 

akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas 

permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta 

pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut 

ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, 

sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak 

lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap 

perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau 

bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. 

Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah 

pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk 

mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat 
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mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan 

pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum 

perjanjian terjadi.
9
 

F. Penelitian yang Relevan  

 Sebelum melakukan suatu penelitian, maka peneliti mengkaji terlebih 

dahulu dari berbagai penelitian sebelumnya, agar menghidari kesamaan pada 

penelitian yang telah dilakukan. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan, antara lain: 

1. Hasil Penelitian dari Marisah (2018) 

Penelitian Marisah. 2018. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pare-pare. Adapun judul 

penelitiannya yaitu "Analisis Hukum Pembatalan Dan Kebatalan 

Perjanjian; Perspektif Ekonomi Syariah".  

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa: 1). Konsep 

perjanjian hukum perikatan yaitu dimana tiap perikatan dilahirkan baik 

karena persetujuan maupun baik karena undang-undang. Dalam hukum 

Islam apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan 

tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Dimana perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan 

kewajiban. 2) Faktor yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena 

adanya cacat kehendak. Dimana perjanjian tersebut terjadi karena adanya 

suatu paksaan dan penipuan maupun penyalagunaan keadaan, melainkan 
                                                           

9  Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak 

Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”, (Bandung: Universitas Udayana), 4. 



 

 

12 

 

 

juga termasuk adanya rasa takut. Dalam hukum Islam suatu perjanjian itu 

harus bebas, tidak ada paksaan. 3) Bentuk pembatalan yaitu apabila tidak 

terpenuhinya unsur subjektif seperti suatu perjanjian lahir karena adanya 

cacat kehendak atau karena ketidak cakapan. Sedangkan kebatalan yaitu 

apabila tidak terpenuhi objektif seperti perjanjian yang tidak memenuhi 

syarat objek tertentu. Dalam hukum Islam pembatalan perjanjian itu terjadi 

karena jangka waktu perjanjian berakhir, salah satu pihak menyimpang 

maupun salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Sedangkan 

kebatalan seperti adanya akad yang tidak sah yaitu meliputi akad batal 

(batil) dan akad fasid.10 

2. Hasil Penelitian dari Matius Hanungka Jinawi (2020) 

Penelitian Matius Hanungka Jinawi, 2020. Fakultas hukum dan 

komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Adapun judul 

penelitiannya yaitu Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan (Misbruin Van 

Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. Adapun metode 

yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode yuridis 

normatif. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Pembuktian penyalahgunaan keadaan mengacu pada tolok ukur: (a). 

Membuktikan adanya ketimpangan ekonomi dan psikis, (b). Membuktikan 

                                                           
10 Marisah, “Analisis Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian Perspektif Ekonomi 

Syariah. Skripsi, (Pare-pare: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2018), 1. Diakses dari 

http://repository.iainpare.ac.id/288/1/12.2200/020.pdf. 
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adanya ketimpangan prestasi dan kontraprestasi, (c). Membuktikan adanya 

kerugian. (2) Dalam hal beban pembuktian, Majelis hakim harus 

berpegang pada pasal 163 HIR dan asas-asas hukum pembuktian, seperti 

asas negative non sunt probanda. Beban pembuktian pada tiga putusan 

yang dikaji dalam peneletian ini, semuanya sudah sesuai dengan Pasal 163 

HIR dan asas-asas hukum pembuktian. (3) Mengenai pertimbangan hakim 

dalam hal perkara penyalahgunaan keadaan, karena belum terdapat aturan 

dalam KUHPerdata yang bisa dijadikan dasar hukum maka dalam 

pertimbangannya hakim dapat melihat bukti dan fakta dalam persidangan. 

Kemudian hakim menilai apakah para pihak dapat membuktikan 

syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan serta mempertimbangkan 

norma dan hukum materiil yang berlaku. Norma dan hukum tersebut 

misalnya adalah yurisprudensi terkait dan doktrin penyalahgunaan 

keadaan itu sendiri.11  

3. Hasil Penelitian Brigitta Difania Dyarisca (2022) 

Penelitian Brigitta Difania Dyarisca, 2022. Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Adapun judul 

penelitiannya yaitu Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik 

Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Utang 

Piutang. Metode yang digunakan adalah dengan metode yuridis normatif. 

                                                           
11  Matius Hanungka Jinawi, “Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”, Skripsi, (Semarang: Universitas Katolik 

Soegijapranata, 2020), 1. Diakses dari https://repository.unika.ac.id/24743/1/16.C1.0037.pdf. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian utang piutang yang 

dilakukan antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II 

dan Turut Tergugat III pada Putusan Nomor: 778/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel 

tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang yang 

tidak memenuhi syarat subyektif terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata, 

sehingga perjanjian ini dianggap penyalahgunaan keadaan dan dapat 

dikatakan perjanjian ini batal demi hukum. Akibat hukum pembatalan 

perjanjian yang dibuat karena ada penyalahgunaan keadaan yang cacat 

kehendak dalam suatu kesepakatan dimana salah satu pihak dalam 

perjanjian memiliki posisi yang lebih unggul, maka perjanjian yang dibuat 

dan disepakati tersebut menjadi perjanjian yang batal demi hukum dengan 

unsur penyalahgunaan dengan keunggulan ekonomi.12 

Adapun rincian perbandingan antara penelitian yang telah 

dilakukan antara lain: 

Tabel 2.1 

Tabel Perbandingan penelitian terdahulu 

                                                           
12 Brigitta Difania Dyarisca, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Utang Piutang)”, Skripsi, (Surabaya: 

Universitas Pembangunan  Nasional, 2022), 1. Diakses dari 

http://repository.upnjatim.ac.id/8901/1/180710101555_Cover.pdf.  

No 

Nama, Tahun, 

Judul, dan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Persamaan Perbedaan Pembaharuan 

1. Marisah, 2018. 

Fakultas 

Syariah dan 

Ekonomi 

Islam, Sekolah 

Menunjukkan 

bahwa: 1). 

Konsep 

perjanjian 

hukum 

Pada 

penelitian 

yang telah 

dilakukan 

marisah 

Pada 

penelitian 

sebelumnya 

hanya 

terfokuskan 

Pembaharuan 

antara 

penelitian 

sebelumnya 

dengan 
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Tinggi Agama 

Islam (STAIN) 

Pare-pare. 

Adapun judul 

penelitiannya 

yaitu "Analisis 

Hukum 

Pembatalan 

Dan Kebatalan 

Perjanjian; 

Perspektif 

Ekonomi 

Syariah".  

 

perikatan yaitu 

dimana tiap 

perikatan 

dilahirkan baik 

karena 

persetujuan 

maupun baik 

karena undang 

undang. Dalam 

hukum Islam 

apabila 

perbuatan itu 

mempunyai 

akibat hukum 

maka 

perbuatan 

tersebut 

diistilahkan 

dengan 

perbuatan 

hukum. 

Dimana 

perbuatan yang 

dilakukan oleh 

manusia secara 

sengaja untuk 

menimbulkan 

hak dan 

kewajiban. 2) 

Faktor yang 

menyebabkan 

suatu 

perjanjian batal 

karena adanya 

cacat 

kehendak. 

Dimana 

perjanjian 

tersebut terjadi 

karena adanya 

suatu paksaan 

dan penipuan 

maupun 

penyalagunaan 

keadaan, 

melainkan juga 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah 

sama-sama 

membahas 

mengenai 

penyalahgu

naan 

keadaan. 

mengenai 

penyalahguna

an yang dapat 

mengakibatk

an 

pembatalan 

dan kebatalan 

perjanjian 

yang dilihat 

dari 

prespektif 

ekonomi 

syariah, 

sedangkan 

peneliti selain 

membahas 

mengenai 

penyalahguna

an keadaan 

juga akan 

membahas 

mengenai 

akibat hukum 

dari adanya 

penyalahguna

an tersebut. 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan adalah 

dari segi 

metode yang 

digunakan, 

penelitian 

sebelumnya 

hanya 

menggunakan 

metode 

konseptual dan 

perundang-

undangan saja 

sedangkan 

metode yang 

digunakan oleh 

peneliti adalah 

analisis kasus 

yang 

menjadikan hal 

tersebut 

merupakan 

salah satu 

pembaharuan 

dari penelitian-

penelitian 

sebelumnya. 
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termasuk 

adanya rasa 

takut. Dalam 

hukum Islam 

suatu 

perjanjian itu 

harus bebas, 

tidak ada 

paksaan. 3) 

Bentuk 

pembatalan 

yaitu apabila 

tidak 

terpenuhinya 

unsur subjektif 

seperti suatu 

perjanjian lahir 

karena adanya 

cacat kehendak 

atau karena 

ketidak 

cakapan. 

Sedangkan 

kebatalan yaitu 

apabila tidak 

terpenuhi 

objektif seperti 

perjanjian yang 

tidak 

memenuhi 

syarat objek 

tertentu. Dalam 

hukum Islam 

pembatalan 

perjanjian itu 

terjadi karena 

jangka waktu 

perjanjian 

berakhir, salah 

satu pihak 

menyimpang 

maupun salah 

satu pihak 

yang berakad 

meninggal 

dunia. 
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Sedangkan 

kebatalan 

seperti adanya 

akad yang 

tidak sah yaitu 

meliputi akad 

batal (batil) 

dan akad fasid. 

2. Penelitian 

Matius 

Hanungka 

Jinawi, 2020. 

Fakultas 

hukum dan 

komunikasi 

Universitas 

Katolik 

Soegijapranata 

Semarang. 

Adapun judul 

penelitiannya 

yaitu 

Pembuktian 

Penyalahgunaa

n Keadaan 

(Misbruin Van 

Omstandighede

n) Sebagai 

Dasar 

Pembatalan 

Perjanjian. 

Adapun 

metode yang 

digunakan oleh 

peneliti yaitu 

dengan 

menggunakan 

metode yuridis 

normatif. 

Berdasarkan 

penelitian yang 

telah 

dilakukan, 

dapat 

disimpulkan 

bahwa Hasil 

yang diperoleh 

dalam 

penelitian ini 

adalah sebagai 

berikut: (1) 

Pembuktian 

penyalahgunaa

n keadaan 

mengacu pada 

tolok ukur: (a). 

Membuktikan 

adanya 

ketimpangan 

ekonomi dan 

psikis, (b). 

Membuktikan 

adanya 

ketimpangan 

prestasi dan 

kontraprestasi, 

(c). 

Membuktikan 

adanya 

kerugian. (2) 

Dalam hal 

beban 

pembuktian, 

Majelis hakim 

harus 

berpegang 

pada pasal 163 

Persamaan 

penelitian 

yang telah 

dilakukan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah 

sama-sama 

membahas 

mengenai 

implementa

si dari 

penyalahgu

naan 

keadaan 

yang 

digunakan 

sebagai 

dasar 

pembatalan 

perjanjian. 

Perbedaan 

antara 

penelitian 

yang telah 

dilakukan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah 

terletak jika 

penelitian 

sebelumnya 

hanya 

membahas 

mengenai 

penyalahguna

an yang 

dilihat dari 

implementasi 

dari segi 

pembuktian, 

sedangkan 

penelitian 

peneliti akan 

mengkaji 

tentang 

peyalahgunaa

n yang dilihat 

dari praktik 

perjanjian 

yang 

dilakukan 

serta akibat 

hukum yang 

akan timbul 

dari adanya 

praktik 

Pembaharuan 

dari penelitian 

sebelumnya 

dapat 

menambah 

pengetahuan 

mengenai 

praktik 

penyalahgunaa

n keadaan 

yang dilakukan 

terhadap suatu 

praktik 

penyaluran 

tenaga kerja. 
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HIR dan asas-

asas hukum 

pembuktian, 

seperti asas 

negative non 

sunt probanda. 

Beban 

pembuktian 

pada tiga 

putusan yang 

dikaji dalam 

peneletian ini, 

semuanya 

sudah sesuai 

dengan Pasal 

163 HIR dan 

asas-asas 

hukum 

pembuktian. 

(3) Mengenai 

pertimbangan 

hakim dalam 

hal perkara 

penyalahgunaa

n keadaan, 

karena belum 

terdapat aturan 

dalam 

KUHPerdata 

yang bisa 

dijadikan dasar 

hukum maka 

dalam 

pertimbangann

ya hakim dapat 

melihat bukti 

dan fakta 

dalam 

persidangan. 

Kemudian 

hakim menilai 

apakah para 

pihak dapat 

membuktikan 

syarat 

terjadinya 

penyalahguna

an keadaan 

tersebut. 
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penyalahgunaa

n keadaan serta 

mempertimban

gkan norma 

dan hukum 

materiil yang 

berlaku. 

Norma dan 

hukum tersebut 

misalnya 

adalah 

yurisprudensi 

terkait dan 

doktrin 

penyalahgunaa

n keadaan itu 

sendiri. 

3. Brigitta 

Difania 

Dyarisca, 

2022. 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional 

“Veteran” 

Jawa Timur. 

Adapun judul 

penelitiannya 

yaitu Tinjauan 

Yuridis 

Penyalahgunaa

n Keadaan 

(Misbruik Van 

Omstandighede

n) Sebagai 

Alasan 

Pembatalan 

Perjanjian 

Utang Piutang. 

Metode yang 

digunakan 

adalah dengan 

metode yuridis 

normatif. 

Hasil 

penelitian 

disimpulkan 

bahwa 

perjanjian 

utang piutang 

yang dilakukan 

antara 

Penggugat, 

Tergugat, 

Turut Tergugat 

I, Turut 

Tergugat II dan 

Turut Tergugat 

III pada 

Putusan 

Nomor: 

778/Pdt.G/201

7/PN.Jkt.Sel 

tentang 

penyalahgunaa

n keadaan 

dalam 

perjanjian 

utang piutang 

yang tidak 

memenuhi 

syarat 

subyektif 

Persamaan 

antara 

penelitian 

yang telah 

dilakukan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah dari 

teori yang 

digunakan 

yakni teori 

penyalahgu

naan 

keadaan. 

Perbedaan 

antara 

penelitian 

yang telah 

dilakukan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah jika 

penelitian 

sebelumnya 

terfokus pada 

perjanjian 

utang 

piutang, 

sedangkan 

nantinya 

peneliti 

terfokus pada 

perjanjian 

yang 

dilakukan 

antara calon 

tenaga kerja 

dengan pihak 

penyaluran. 

Pembaharuan 

dari penelitian 

yang 

sebelumnya 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah 

menambah 

pengetahuan 

terhadap 

implementasi 

dari adanya 

penyalahgunaa

n keadaan 

terhadap suatu 

perjanjian 

yang dilakukan 

antara calon 

pekerja dengan 

para pihak 

yang akan 

dipekerjakan. 
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terdapat pada 

Pasal 1320 

KUH Perdata, 

sehingga 

perjanjian ini 

dianggap 

penyalahgunaa

n keadaan dan 

dapat 

dikatakan 

perjanjian ini 

batal demi 

hukum. Akibat 

hukum 

pembatalan 

perjanjian yang 

dibuat karena 

ada 

penyalahgunaa

n keadaan yang 

cacat kehendak 

dalam suatu 

kesepakatan 

dimana salah 

satu pihak 

dalam 

perjanjian 

memiliki posisi 

yang lebih 

unggul, maka 

perjanjian yang 

dibuat dan 

disepakati 

tersebut 

menjadi 

perjanjian yang 

batal demi 

hukum dengan 

unsur 

penyalahgunaa

n dengan 

keunggulan 

ekonomi. 
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Berdasarkan penjelasan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan yakni pada fokus penelitiannya, penelitian 

sebelumnya hanya membahas mengenai teori penyalahgunaan keadaannya 

saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu selain 

membahas penyalahgunaan keadaan, juga membahas perjanjian dan akibat 

hukum yang terjadi dari praktik penyaluran tenaga kerja yang belum sesuai 

dengan peraturan hukum yang berlaku. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah yuridis 

empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis 

dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataannya di masyarakat. 13  Atau dengan kata lain yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan 

nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan 

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian dilanjutkan dengan identifikasi 

                                                           
13 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktik”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15. 
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masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian suatu 

masalah.
14

 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan beberapa 

pendekatan, antara lain: 

1) Pendekatan Perundang-undangan (status approach) 

 Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-

undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dan 

melihat kesesuaian antara aturan dengan kejadian yang ada 

dilapangan.
15

 Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan 

atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan kasus yang terjadi, 

yaitu Undang-Undang 1945, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Pasal 1320 

KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. 

2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

 Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak 

adanya aturan hukum untuk masalah yang ada, pendekatan 

konseptual dilihat dari pandangan-pandangan yang berkembang 

dalam ilmu hukum, sehingga mengandung hukum dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh 
                                                           

14 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktik”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15. 
15 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”,  (Jakarta: Kencana, 2010), 93. 
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peneliti.
16

 Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan pendekatan 

konseptual dengan menelaah dari sistem hukum dan akibat 

hukum dari kasus yang terjadi. 

3) Pendekatan Kasus (case approach) 

 Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan menelaah 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap.
17

 Dalam hal ini, pendekatan kasus yang dilakukan 

adalah dengan menelaah kasus yang terjadi yaitu praktik 

penyaluran tenaga kerja ilegal di Desa Kalimojosari Kecamatan 

Doro. 

2. Sumber Data Penelitian 

Dalam suatu penelitian, sumber data terbagi menjadi dua diataranya: 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah sumber yang di dapatkan secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Adapun cara yang 

digunakan untuk memperoleh data primer pada penelitian 

penelitidiantaranya: 

1) Informan 

 Informan dalam penelitian ini adalah pihak penyalur tenaga kerja 

pembantu rumah tangga di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro 

                                                           
16  Johny Ibrahim, “Teori & Metodologi Hukum Normatif”,  (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007), 306. 
17 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”, (Bandung: PT Kharisma Putra 

Utama, 2015), 133.  
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Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini, terdapat beberapa penyalur 

diantaranya Ibu Yuli (Dk. Banjaran), Ibu Qomariyah (Dk. 

Kaliketing), Ibu Wartinem (Dk. Kaliketing). 

2) Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah para pekerja dari jasa 

penyalur tenaga kerja. Terdapat beberapa responden yang telah 

peneliti wawancarai, yaitu Ibu Barokah, Ibu Lida, dan Ibu Indah. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Dalam sumber data sekunder terdapat dua bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian hukum. Adapun bahan hukum yang 

digunakan oleh peneliti hanya menggunakan dua bahan hukum, antara 

lain: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau pernah berlaku untuk permasalahan 

yang sedang dihadapi.
18

 Adapun yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

c) KUH Perdata Pasal 1320 tentang Syarat sah perjanjian 

                                                           
18 Soestandyo Wignjosebroto, "Hukum, Konsep, dan  Metode", (Setara Press, 2013), 27.  
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d) PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya 

menunnjang dan membantu bahan hukum primer dalam penelitian 

yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Adapun yang 

digunakan adalah buku-buku, tesis, jurnal, dan dokumen-dokumen 

pendukung lain yang membahas mengenai penyalur tenaga kerja.19 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan menggunakan sampel yang bersumber pelaku bisnis penyalur 

tenaga kerja di Kecamatan Doro adalah dengan purposive sampling yang 

merupakan salah satu cara mengambil sampel dengan menetapkan ciri-ciri 

khusus yang sesuai dengan tujuan dari adanya suatu penelitian serta 

menjawab permasalahan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Pada tahap 

ini, peneliti menentukan ciri-ciri pelaku bisnis penyalur tenaga kerja 

sebagai berikut: 

a. Lamanya menjalankan bisnis penyalur tenaga kerja 

b. Jumlah pengguna dari penyalur tenaga kerja 

c. Status pemakai jasa penyaur tenaga kerja 

  

                                                           
19 Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Kencana Press, 2013), 141. 
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Adapun kriteria dari pengguna jasa yang di jadikan informan 

penelitian antara lain: 

a. Berusia diatas 22 tahun 

b. Sudah menikah 

c. Terlama mengikuti jasa penyaluran tersebut 

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan, maka teknik atau metode 

yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, antara lain: 

a. Wawancara (Interview) 

 Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data 

yang dilakukan dengan cara berhadapan atau bertemu langsung dengan 

narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Wawancara 

ini,berfungsi untuk menggali informasi apakah penyalur tenaga kerja 

mengetahui adanya peraturan PERMENAKER No.2 Tahun 2015 

tentang perlindungan tenaga kerja dan bagaimana akibat hukum yang 

terjadi apabila penyalur tetap melaksanankan prkatik penyaluran 

tersebut dengan tanpa mengedepankan peraturan hukum yang berlaku. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data berupa data tertulis atau berupa hasil 

gambar, yang berupa penjelasan tentang fenomena-fenomena yang 
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masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. 20  Dokumentasi 

yang dimaksud oleh peneliti terdapat dua macam, yaitu dokumen cetak 

(hard copy), dan dokumen online atau file (soft file). Dokumen cetak 

antara lain profil dari beberapa pihak penyalur tenaga kerja yang 

diperoleh dari kunjungan langsung kepada pihak penyalur terkait. 

Adapun dokumen non cetak adalah dokumen yang diperoleh dengan 

cara mengundug (download atau copy) dari situs-situs resmi terkait 

kasus yang akan dikaji. 

4. Validitas Data 

 Validitas data menurut Sugiyono (2017) berfungsi untuk mengukur 

ketepatan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Pada tahap ini, peneliti benar-

benar mencari data dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan  

penelitian sampai data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut 

menyatakan hal yang sama dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan 

yang diajukan kepada pihak pekerja yang disalurkan oleh para penyalur 

terkait. 

5. Teknik Analisis Data 

 Analisis terdiri dari tiga tahapan kegiatan, menurut Miles dan 

Huberman antara lain:21 

  

                                                           
20 Hardani, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif " , (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2020), 15.  
21 Miles & Huberman, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 

16.  
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a. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan 

untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

diperlukan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

hingga kesimpulan dapat ditarik. Cara melakukannya yaitu, peneliti 

menulis ulang catatan-catatan yang diperoleh dilapangan, selanjutnya 

peneliti membaca keseluruhan informasi yang didapat agar dapat 

memilah mana informasi yang penting dan tidak penting tentunya 

dengan cara memberikan tanda-tanda. Dengan demikian, data yang 

didapat akan lebih akurat. 

b. Penyajian Data 

 Penyajian data ini dilakukan dengan menggabungkan informasi 

yang telah diperoleh dan disusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah dipahami. Informasi yang disajikan berupa hasil dari jawaban-

jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan kepada pihak penyalur 

tenaga kerja rumah tangga di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. 

c. Menarik Kesimpulan 

 Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman setelah peneliti 

melakukan pencarian informasi-informasi terkait dengan penyaluran di, 

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil 

penelitiannya, peneliti nantinya akan memberikan kesimpulan dalam 

bentuk narasi. Penarikan kesimpuan merupakan tahap akhir dari 

kegiatan analisis data dan pengolahan data. 
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H. Sistematika Pembahasan 

    Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu 

disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa, maka peneliti menunjukkan 

lima bab, antara lain:  

 BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisikan konsep penelitian yang ada dalam suatu 

penelitian hukum atau skripsi pada umumnya yang mencakup latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 BAB II LANDASAN TEORI  

 Pada bab ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini akan 

diuraikan mengenai teori perjanjian, penyalahgunaan keadaan, serta akibat 

hukum yang terjadi. 

BAB III HASIL PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum tentang jasa 

penyalur tenaga kerja yang menjelaskan informasi latar belakang atau 

sejarah singkat dari jasa penyalur tenaga kerja di Desa Kalimojosari yang 

terdapat tiga tempat, yaitu pimpinan Ibu Qomariyah (Dk. Kaliketing), Ibu 

Wartinem (Dk. Kaliketing), dan Ibu Yuli (Dk. Banjaram) serta perjanjian 

yang dilakukan antara jasa penyalur tenaga kerja dengan calon pekerja, 

kemudian akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari penyalahgunaan 
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keadaan yang dilakukan, dan akibat hukum yang terjadi, dan lain 

sebagainya. 

BAB IV  HASIL ANALISIS 

 Pada bab ini peneliti menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi 

praktik bisnis penyaluran tenaga kerja di Desa Kalimojosari Kecamatan 

Doro yang didalamnya terdapat sistem pemotongan gaji atau upah pekerja 

rumah tangga oleh pihak jasa penyalur tenaga kerja, serta akibat hukum 

terhadap terjadinya praktik pada jasa penyalur tenaga kerja ilegal di 

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban-

jawaban dari permasalahan penelitian serta saran-saran bagi para peneliti 

berikutnya agar memiliki minat untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan topik yang sama. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil 

analisis dari bab empat dimana hasil tersebut merupakan jawaban dari 

rumusan masalah peneliti.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

tindakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Obstandigheden) Dalam 

Penyaluran Tenaga Kerja (studi kasus pada penyaluran tenaga kerja di 

Kecamatan Doro), maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: 

1. Di Kecamatan Doro terdapat tiga tempat penyaluran tenaga kerja, 

yakni milik Ibu Yuli, Ibu Qomariyah, dan Ibu Wartinem. Ketiga 

tempat penyaluran tersebut dalam pelaksanaannya terjadi 

penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan yang dimaksud 

adalah tidak adanya keterbukaan antara pihak penyalur dengan calon 

pekerja mengenai tarif ganti jasa transportasi yang tidak disepakati 

dan dibicarakan ketika diawal perjanjian secara lisan yang dilakukan 

antara pihak penyalur dengan calon pekerja. Penyalahgunaan keadaan 

yang dilakukan oleh pihak penyaluran merupakan inisiatif sendiri 

dengan memanfaatkan kelemahan dari para calon pekerja yang 

berusia sudah tidak lagi muda, tidak memiliki pengetahuan mengenai 

rekening bank atau tidak memiliki ATM pribadi, serta orang-orang 

yang membutuhkan uang dan pekerjaan secara cepat dengan tanpa 

adanya pelatihan khusus seperti halnya apabila mencari pekerjaan 

melalui lembaga penyaluran yang resmi. Dengan demikian, para 

calon pekerja merasa dirugikan sekaligus ditipu karena dalam 
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pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan keadaan yakni tidak adanya 

ketidakterbukaan mengenai tarif tertentu untuk ganti jasa transportasi 

yang tidak dibicarakan dan di sepakati diawal perjanjian lisan yang 

dilakukan antara pihak penyalur dengan para calon pekerja yang akan 

disalurkan melalui ke tiga tempat penyaluran tersebut. 

2. Penyaluran tenaga kerja yang dilaksanakan dengan tanpa memiliki izin 

operasional dari Dinas Tenaga Kerja di daerah setempat seperti yang 

dilakukan di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang 

pelaksanaannya disertai dengan adanya penyalahgunaan keadaan yang 

dapat berakibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat terjadi 

diantaranya: (1) Perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan, hal 

tersebut berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, 

atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Maka 

ketidakterbukaan di awal perjanjian secara lisan yang dilakukan 

mengenai tarif ganti jasa transportasi yang dilakukan oleh pihak 

penyaluran termasuk ke dalam penyalahgunaan keadaan karena 

didalamnya terdapat unsur penipuan. (2) Tidak bisa mendapatkan jalan 

penyelesaian melalui jalur hukum, karena praktik penyaluran tenaga 

kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah 

berlaku, hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat 3 

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa penyedia 

jasa pekerja atau buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum 
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dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan. Selain itu juga telah diatur dalam Permenaker nomor 

2 tahun 2015 pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Lembaga Penyalur 

PRT yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah badan usaha yang telah 

mendapat izin tertulis dari gubernur  atau pejabat yang ditunjuk untuk 

merekrut dan menyalurkan PRT. (3) Sangat rentan adanya perampasan 

hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh para pembantu rumah tangga, 

mulai dari mendapatkan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, hingga 

dipecat dengan tanpa diberikan haknya yakni dalam hal ini adalah gaji, 

dan hal tersebut sangatlah merugikan bagi salah satu pihak yakni 

dalam hal ini yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal 

tersebut dapat terjadi karena para pihak tidak memiliki perlindungan 

hukum yang pasti dan disalurkan melalui penyaluran illegal, yang 

sebenarnya apabila disalurkan melalui lembaga yang resmi akan 

memiliki perlindungan hukum yang pasti sebagaimana implementasi 

dari Permenaker nomor 2 tahun 2015. 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan, antara lain: 

1. Bagi para pihak penyalur, disaramkan bagi para penyalur yang belum 

memiliki izin operasional untuk mendaftarkannya kepada Dinas Tenaga 

Kerja setempat agar memiliki aturan hukum serta dalam operasionalnya 

dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku. 
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2. Bagi para pekerja/ yang disalurkan, untuk lebih berhati-hati dalam 

memilih tempat penyaluran tenaga kerja, dan pilih lah tempat 

penyaluran yang sudah jelas memiliki aturan hukum dan izin 

operasional dari pemerintah/ dinas terkait. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Bagi Penyalur 

1.  Sejak kapan anda menjadi penyalur tenaga kerja sebagai pembantu rumah 

tangga dan menjadikan penyalur itu sebagai suatu bisnis bagi anda? 

2. Sudah berapa banyak orang yang menggunakan jasa penyalur anda? 

3. Apakah anda mengetahui adanya peraturan Permenaker No. 2 Tahun 2015 

tentang perlindungan pembantu rumah tangga? 

4. Apakah anda mengetahui mengenai aturan apabila menjadi suatu tempat 

penyaluran tenaga kerja itu harus berbentuk lembaga atau badan usaha? 

5. Bagaimana perjanjian kerja yang anda lakukan antara anda dengan orang 

yang akan disalurkan? 

6. Apakah ada upah tertentu yang harus diberikan sebagai ganti jasa penyalur 

anda? 

7. Bagaimana tahapan-tahapan atau proses dalam penyaluran tenaga kerja 

pembantu rumah tangga yang anda lakukan? 

8. Bagaimana perlindungan hukum bagi orang-orang yang disalurkan melalui 

jasa anda apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apakah anda akan 

bertanggung jawab mengenai hal tersebut? 

9. Apakah pemerintah setempat mengetahui tempat penyaluran anda ini? 

10. Apakah anda mengetahui bagaimana hukum islam ketika menerapkan sistem 

potongan upah sebagai ganti jasa yang telah anda lakukan? 

 

 



B. Bagi Pihak yang di salurkan 

1. Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

2. Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding 

dengan pekerjaan lain? 

3. Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja 

sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum? 

4. Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum 

berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi? 

5. Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

6. Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat penyaluran illegal 

itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memiliki 

perlindungan hukum yang pasti? 

7. Seberapa anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja? 

8. Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

9. Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran 

yang anda gunakan? 

10. Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti 

jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan 

sebelumnya? 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 1 

Nama  : Ibu Yuli (Penyalur 1) 

Tanggal : 17 Mei 2023 

Tempat : Rumah Ibu Yuli  

 

Peneliti : Sejak kapan anda menjadi penyalur tenaga kerja sebagai 

      pembantu rumah tangga dan menjadikan penyalur itu sebagai 

      suatu bisnis bagi anda? 

Responden 1 : Saya menjadi penyalur yang menyalur-nyalurkan orang untuk  

      bekerja itu sudah sejak tahun 2013. 

Peneliti : Sudah berapa banyak orang yang menggunakan jasa penyalur  

      anda? 

Responden 1 : Kurang lebih sudah 300 an orang mba 

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya peraturan Permenaker No. 2 

      Tahun 2015 tentang perlindungan pembantu rumah tangga? 

Responden 1 : Tidak tau 

Peneliti : Apakah anda mengetahui mengenai aturan apabila menjadi suatu 

      tempat penyaluran tenaga kerja itu harus berbentuk lembaga atau 

      badan usaha? 

Responden 1 : Oh, kalo itu saya tau harus daftar biar punya lembaga itu kan. 

Peneliti : Bagaimana perjanjian kerja yang anda lakukan antara anda 

      dengan orang yang akan disalurkan? 

Responden 1 : Perjanjian yang saya lakukan itu hanya dengan lisan, asalkan  



      antara saya dengan orangnya itu saling sepakat saja. 

Peneliti : Apakah ada upah tertentu yang harus diberikan sebagai ganti jasa 

     penyalur anda? 

Responden 1 : Ada mba, ya sebagai ganti upah jasa saya saja. 

Peneliti : Bagaimana tahapan-tahapan atau proses dalam penyaluran tenaga 

      kerja pembantu rumah tangga yang anda lakukan? 

Responden 1 : Untuk tahapannya ya, biasanya orang itu datang kepada saya   

       kerumah saya untuk minta pekerjaan, saya tanya-tanya dulu 

       tentang identitasnya lah mba, terus kesepekatan lain misalnya  

       pengen kerjanya dimana, dengan gaji yang berapa, dan lain-lain. 

Peneliti : Bagaimana perlindungan hukum bagi orang-orang yang 

      disalurkan melalui jasa anda apabila terjadi suatu hal yang tidak 

      diinginkan, apakah anda akan bertanggung jawab mengenai hal 

       tersebut? 

Responden 1 : Perlindungan hukumnya ya tidak ada perlindungan hukum mba,  

      cuma, misalkan tidak betah atau terjadi hal-hal yang tidak  

      diinginkan ya saya yang tanggungjawab. 

Peneliti : Apakah pemerintah setempat mengetahui tempat penyaluran anda 

      ini? 

Responden 1 : Ya tau, kan sudah sejak 2013. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bagaimana hukum islam ketika 

      menerapkan sistem potongan upah sebagai ganti jasa yang telah 

     anda lakukan? 



Responden 1 : Tidak begitu paham, cuma ya harus adil dan disepakati saja  

     mungkin hanya seperti itu mba yang saya tahu. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 2 

Nama  : Ibu Qomariyah (Penyalur 2) 

Tanggal : 30 April 2023 

Tempat : Rumah Ibu Qomariyah 

 

 Peneliti : Sejak kapan anda menjadi penyalur tenaga kerja sebagai 

      pembantu rumah tangga dan menjadikan penyalur itu sebagai 

      suatu bisnis bagi anda? 

Responden 2 : Saya menjadi penyalur itu sudah sejak tahun 2014 an. 

Peneliti : Sudah berapa banyak orang yang menggunakan jasa penyalur  

      anda? 

Responden 2 : Kurang lebih  200 an orang mba. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya peraturan Permenaker No. 2 

      Tahun 2015 tentang perlindungan pembantu rumah tangga? 

Responden 2 : Tidak. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui mengenai aturan apabila menjadi suatu 

      tempat penyaluran tenaga kerja itu harus berbentuk lembaga atau 

      badan usaha? 

Responden 2 : Iya, saya tau tapi saya kira tidak perlu buat jadi lembaga karena 

       belum menjadi lembaga saja sudah banyak yang ikut saya. 



Peneliti : Bagaimana perjanjian kerja yang anda lakukan antara anda 

      dengan orang yang akan disalurkan? 

Responden 2 : Perjanjian yang saya lakukan itu hanya dengan lisan saja. 

Peneliti : Apakah ada upah tertentu yang harus diberikan sebagai ganti jasa 

     penyalur anda? 

Responden 2 : Ada mba, ya sebagai ganti upah jasa saya . 

Peneliti : Bagaimana tahapan-tahapan atau proses dalam penyaluran tenaga 

      kerja pembantu rumah tangga yang anda lakukan? 

Responden 2 : Untuk tahapannya ya, biasanya orang itu datang kepada saya   

       kerumah saya untuk minta pekerjaan, saya tanya-tanya dulu 

       tentang nama, alamat, sudah menikah atau belum  mba, dan lain- 

        lain. 

Peneliti : Bagaimana perlindungan hukum bagi orang-orang yang 

      disalurkan melalui jasa anda apabila terjadi suatu hal yang tidak 

      diinginkan, apakah anda akan bertanggung jawab mengenai hal 

       tersebut? 

Responden 2 : Tidak ada perlindungan hukum mba, cuma, misalkan tidak betah 

       atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya saya yang 

        tanggungjawab. 

Peneliti : Apakah pemerintah setempat mengetahui tempat penyaluran anda 

      ini? 

Responden 2 : Ya tau, kan sudah sejak 2014an. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bagaimana hukum islam ketika 



      menerapkan sistem potongan upah sebagai ganti jasa yang telah 

     anda lakukan? 

Responden 2 : Tidak begitu paham mba. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 3 

Nama  : Ibu Wartinem (Penyalur 3) 

Tanggal : 16 Mei 2023 

Tempat : Rumah Ibu Wartinem 

 

Peneliti : Sejak kapan anda menjadi penyalur tenaga kerja sebagai 

      pembantu rumah tangga dan menjadikan penyalur itu sebagai 

      suatu bisnis bagi anda? 

Responden 3 : Saya sejak tahun 2010. 

Peneliti : Sudah berapa banyak orang yang menggunakan jasa penyalur  

      anda? 

Responden 3 : Kurang lebih sudah 200 an orang mba 

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya peraturan Permenaker No. 2 

      Tahun 2015 tentang perlindungan pembantu rumah tangga? 

Responden 3 : Tidak tau. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui mengenai aturan apabila menjadi suatu 

      tempat penyaluran tenaga kerja itu harus berbentuk lembaga atau 

      badan usaha? 

Responden 3 : Tidak tau saya mba. 



Peneliti : Bagaimana perjanjian kerja yang anda lakukan antara anda 

      dengan orang yang akan disalurkan? 

Responden 3 : Perjanjian yang saya lakukan itu hanya dengan lisan saja asal  

       semua sepakat. 

Peneliti : Apakah ada upah tertentu yang harus diberikan sebagai ganti jasa 

     penyalur anda? 

Responden 3 : Iya, ada. 

Peneliti : Bagaimana tahapan-tahapan atau proses dalam penyaluran tenaga 

      kerja pembantu rumah tangga yang anda lakukan? 

Responden 3 : Untuk tahapannya ya, biasanya orang itu datang kepada saya   

       kerumah saya untuk minta pekerjaan, saya tanya-tanya dulu 

       tentang identitasnya  mba, terus kesepekatan lainnya. 

Peneliti : Bagaimana perlindungan hukum bagi orang-orang yang 

      disalurkan melalui jasa anda apabila terjadi suatu hal yang tidak 

      diinginkan, apakah anda akan bertanggung jawab mengenai hal 

       tersebut? 

Responden 3 :  Tidak ada perlindungan hukum mba. 

Peneliti : Apakah pemerintah setempat mengetahui tempat penyaluran anda 

      ini? 

Responden 3 : Ya tau, karena sudah sejak 2010 sudah lumayan lama. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bagaimana hukum islam ketika 

      menerapkan sistem potongan upah sebagai ganti jasa yang telah 

     anda lakukan? 



Responden 3 : Tidak begitu paham mba. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 4 

Pihak ke-1 yang disalurkan Ibu Yuli  

Nama  : Ibu Ambar 

Tanggal : 17 Mei 2023 

Tempat : Rumah Ibu Ambar 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 4 : Karena saya kenal dengan yang menyelenggarakan itu. 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 4  : Karena itu pekerjaan yang sudah dilakukan setiap hari, jadi saya  

     Sudah mahir melakukannya. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 4 : Tidak tahu. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 4 : Saya tidak begitu tau tentang itu. 



Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 4 : Sudah 7 tahun kayaknya. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 

     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 4 : Tidak, tapi Ibu Yuli bilang akan bertanggung jawab apabila 

      terjadi sesuatu. 

Peneliti  : Seberapa anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja? 

Responden 4 :  3-4 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 4 : Kalau saya dengan cash atau masuk rekening saya. 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 4 : Selama ini saya bekerja tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 4 : itu dia, belum disepakati di awal perjanjian jadinya saya merasa 

   dirugikan dan ditipu. 

 

 

  



TRANSKIP WAWANCARA 5 

Pihak ke-2 yang disalurkan Ibu Yuli 

Nama  : Ibu Dewi Umiyati 

Tanggal : 17 Mei 2023 

Tempat : Rumah Dewi Umiyati 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 5 : Karena dekat dengan rumah, dan saya mengenal orangnya. 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 5  : Karena itu kemampuan saya dan sudah terbiasa melakukan itu. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 5 : Tidak tahu. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 5 : Saya tidak begitu tau tentang itu. 

Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 5 : Sudah 6 tahun kayaknya. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 

     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 



     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 5 : Tidak, tapi Ibu Yuli bilang akan bertanggung jawab apabila 

      terjadi sesuatu. 

Peneliti  : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk 

     bekerja? 

Responden 5 :  Paling 3 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 5 : Dengan cash atau masuk rekening saya. 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 5 : Selama ini saya bekerja tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 5 : Sebagai ganti jasa transportasinya, paling sedikit kok cuma 

      memang belum ada kata sepakat sebelumnya. 

 

  



TRANSKIP WAWANCARA 6 

Pihak ke-3 yang disalurkan Ibu Yuli 

Nama  : Ibu Kastini 

Tanggal : 17 Mei 2023 

Tempat : Rumah Ibu Kastini 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 6 : Karena tanpa ada latihan-latihan dan kenal dengan orangnya itu 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 6  : Karena sudah biasa dilakukan saja kalau di rumah sendiri. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 6 : Tidak tahu. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 6 : Saya tidak begitu tau tentang itu. 

Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 6 : Sejak 2016  kayaknya. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 

     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 



     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 6 : Tidak, tapi Ibu Yuli akan bertanggung jawab bilangnya pas itu. 

Peneliti  : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk 

     bekerja? 

Responden 6 :  Paling 3 hari. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 6 : Saya titipkan ke Bu Yuli dulu, karena saya tidak tau tentang  

     rekening bank-bank itu. 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 6 : Selama ini saya bekerja tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 6 : Sebagai ganti jasa transportasinya, tapi ga ada  kesepakatan 

     sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 7 

Pihak ke-4 yang disalurkan Ibu Yuli 

Nama  : Ibu Sri Atun 

Tanggal : 17 Mei 2023 

Tempat : Rumah Sri Atun 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 7 : Saya diajak teman saya yang sudah ikut jasa Bu Yuli 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 7  : Karena sudah terbiasa melakukan itu. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 7 : Tidak tahu. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 7 : Saya tidak begitu tau tentang itu. 

Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 7 : Sejak 2015. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 

     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 



     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 7 : Tidak, tapi Ibu Yuli bilang akan bertanggung jawab apabila 

      terjadi sesuatu. 

Peneliti  : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk 

     bekerja? 

Responden 7 :  Paling 5 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 7 : Dengan saya titipkan ke Ibu Yulinya 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 7 : Selama ini saya bekerja tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 7 : belum disepakati sebagai ganti ongkos transportasinya, awalnya  

      saya mencoba konfirmasi tapi dihiraukan, ya sudah saya  

       ikhlaskan saja mba. 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 8 

Pihak ke-1 yang disalurkan Ibu Qomariyah 

Nama  : Ibu Indah 

Tanggal : 30 April 2023 

Tempat : Rumah Indah 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 8 : Saya kenal dengan Ibu Qomariyah, dan ditawari pekerjaan. 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 8  : Karena sudah terbiasa dan mampu melakukan itu. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 8 : Tidak tahu. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 8 : Tidak tahu tentang itu. 

Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 8 : Tidak teringat. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 

     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 



     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 8 : Tidak, tapi Ibu Qom bilang akan bertanggung jawab apabila 

      terjadi sesuatu. 

Peneliti  : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk 

     bekerja? 

Responden 8 :  Paling 4 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 8 : Dengan saya titipkan ke Ibu Qomariyah, karena saya tidak punya 

     Dan tidak paham tentang transfer-transfer atau ATM itu. 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 8 : Selama ini saya bekerja tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 8 : Tidak ada kesepakatan tentang itu, beliau hanya bilang ganti  

     ongkos transportasinya saja dengan mengambil 10% dari gaji 

     pertama saya. 

 

 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 9 

Pihak ke-2 yang disalurkan Ibu Qomariyah 

Nama  : Ibu Lida 

Tanggal : 30 April 2023 

Tempat : Rumah Ibu Lida 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 9 : Saya kenal dengan Ibu Qomariyah dan itu tetangga saya. 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 9  : Karena sudah terbiasa melakukan itu. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 9 : Tidak. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 9 : Tidak. 

Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 9 : Sejak 2017 kayaknya. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 

     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 



     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 9 : Tidak, tapi Ibu Qom bilang akan bertanggung jawab apabila 

      terjadi sesuatu hal pada saya nantinya. 

Peneliti  : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk 

     bekerja? 

Responden 9 :  Paling 2 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 9 : Dengan saya titipkan ke Ibu Qomariyah, karena saya tidak punya  

      rekening. 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 9  : Selama ini saya bekerja tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 9 : Tidak ada kesepakatan sebelumnya, beliau hanya  bilang dengan 

      mengambil 10% dari gaji pertama saya sebagai ganti 

      transportasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 10 

Pihak ke-3 yang disalurkan Ibu Qomariyah 

Nama  : Ibu Barokah 

Tanggal : 30 April 2023 

Tempat : Rumah Ibu Barokah 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 10 : Karena dia tetangga saya dan sudah biasa menyalurkan orang  

      untuk bekerja diluar kota. 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 10  : Karena sudah terbiasa melakukan itu. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 10 : Tidak tau. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 10 : Saya mengetahui. 

Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 10 : Sejak 2015 kayaknya. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 



     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 10 : Tahu, tapi Ibu Qom bilang akan bertanggung jawab apabila 

      terjadi sesuatu hal pada saya nantinya. 

Peneliti  : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk 

     bekerja? 

Responden 10 :  Paling 2 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 10 : Dengan cash dan masuk ke rekening pribadi saya 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 10 : Selama ini tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 10 : Tidak ada kesepakatan sebelumnya, hanya  bilang dengan 10%  

      dari gaji pertama saya sebagai ganti transportasinya. 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 11 

Pihak ke-1 yang disalurkan Ibu Wartinem 

Nama  : Ibu Mari’ah 

Tanggal : 16 Mei 2023 

Tempat : Rumah Ibu Mari’ah 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 11 : Karena dia tetangga saya dan sudah biasa menyalurkan orang  

      untuk bekerja diluar kota. 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 11 : Karena bisa aja melakukan pekerjaan itu. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 11 : Tidak. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 11 : Tidak tau tentang itu. 

Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 11: Sejak 2013 kayaknya. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 



     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 11 : Tahu, tapi Ibu Wartinem itu bilang akan bertanggung jawab 

      apabila terjadi sesuatu hal pada saya nantinya. 

Peneliti  : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk 

     bekerja? 

Responden 11:  Paling sehari sudah di panggil kerja pas waktu itu. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 11 : Saya titipkan ke Bu War 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 11 : Selama ini tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 11: Sudah ada kesepakatan berapa-berapa biaya yang harus saya 

     keluarkan untuk pemberangkatan saya. 

 

 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 12 

Pihak ke-2 yang disalurkan Ibu Wartinem 

Nama  : Ibu Sunipah 

Tanggal : 16 Mei 2023 

Tempat : Rumah Ibu Sunipah 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 12 : Karena dia tetangga saya dan sudah biasa menyalurkan orang  

      untuk bekerja diluar kota. 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 12 : Karena bisa aja melakukan pekerjaan itu. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 12: Tidak tau. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 12 : Tidak tau tentang itu. 

Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 12: Sejak 2015. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 



     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 12 : Tahu, tapi Ibu War bilang akan bertanggung jawab pada saya. 

Peneliti  : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk 

     bekerja? 

Responden 12:  Paling 4 hari sudah di panggil kerja pas waktu itu. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 12 : Saya titipkan ke Bu War 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 12 : Saya rasa tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 12: Iya ada kesepakatan mengenai biaya transportasi itu. 

. 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 13 

Pihak ke-3 yang disalurkan Ibu Wartinem 

Nama  : Ibu Sari 

Tanggal : 16 Mei 2023 

Tempat : Rumah Ibu Sari 

 

Peneliti : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut? 

Responden 13 : Karena saya kenal, dan beliau juga sudah terkenal sebagai 

     penyalur kerja. 

Peneliti : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga 

     dibanding dengan pekerjaan lain? 

Responden 13 : Karena saya bisa dan terbiasa dengan pekerjaan itu. 

Peneliti : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin 

     bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan 

     hukum? 

Responden 13: Tidak. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda 

      itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha 

       yang resmi? 

Responden 13 : Saya tahu kok. 

Peneliti : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut? 

Responden 13: Sejak 2015. 

Peneliti : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat 



     penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

     dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti? 

Responden 13: Tahu, tapi Ibu War bilang akan bertanggung jawab pada saya. 

Peneliti  : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk 

     bekerja? 

Responden 13:  Paling 4 hari sudah di panggil kerja pas waktu itu. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda? 

Responden 13: Saya titipkan ke Bu War 

Peneliti : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat 

     penyaluran yang anda gunakan? 

Responden 13 : Saya rasa tidak ada. 

Peneliti : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah 

    sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada 

   kesepakatan sebelumnya? 

Responden 13: Sudah ada kesepakatan sebelumnya mengenai hal itu. 
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Penyalur 3 (Ibu Wartinem)
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DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA DENGAN BEBERAPA ORANG 

YANG MENGGUNAKAN JASA PENYALURAN YANG TERDAPAT DI 

DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN 

PEKALONGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

I. Identitas Diri 

   Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama   : Siti Zuhrotul Izza 

 Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 22 November 2001 

 Jenis Kelamin  : Perempuan 

 Alamat   : Dukuh Kaliketing RT/RW 07/02, Desa 

        Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten 

        Pekalongan 51191. 

II. Indentitas Orang Tua 

Nama Ayah   : Agus Salim 

Pekerjaan   : Buruh 

Nama Ibu    : Siti Khumaeroh 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Alamat   : Dukuh Kaliketing RT/RW 07/02, Desa 

        Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten 

        Pekalongan 51191. 

III. Riwayat Pendidikan 

   MIS Kaliketing     (tahun lulus 2013) 

   MTS Syahid Doro    (tahun lulus 2016) 

   SMK N 1 Karangdadap   (tahun lulus 2019) 

   UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 

   angkatan 2019. 

 Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk 

digunakan seperlunya. 

          






	0. COVER.pdf (p.1)
	1. SAMPUL.pdf (p.2)
	2. SURAT KEASLIAN SKRIPSI.pdf (p.3)
	3. NOTA PEMBIMBING.pdf (p.4)
	4. PENGESAHAN.pdf (p.5)
	5. TRANSLITERASI.pdf (p.6-12)
	6. PERSEMBAHAN.pdf (p.13-14)
	7. MOTTO.pdf (p.15)
	8. ABSTRAK.pdf (p.16-17)
	9. KATA PENGANTAR.pdf (p.18-19)
	10. DAFTAR ISI.pdf (p.20-25)
	11. BAB I.pdf (p.26-55)
	15. BAB V.pdf (p.56-59)
	16. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.60-65)
	17. Pedoman & Transkip Wawancara.pdf (p.66-93)
	18. DOKUMENTASI FOTO.pdf (p.94-99)
	19. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf (p.100)
	PUBLIKASI.pdf (p.101)
	SURAT IJIN PENELITIAN.pdf (p.102)

